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ABSTRAK

Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, menghadapi tantangan besar
dalam pengelolaannya, terutama dalam hal degradasi lingkungan akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan.
Meskipun berbagai kebijakan hukum telah diterapkan untuk mengatur penggunaan SDA, efektivitas
implementasinya sering kali terhambat oleh kelemahan dalam pengawasan dan koordinasi antar lembaga.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran kebijakan hukum dalam pengelolaan SDA serta faktor-
faktor yang mempengaruhi keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan yang
mencakup prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti kehati-hatian dan polluter pays, implementasinya masih
terhambat oleh ketidakefektifan lembaga pengelola dan kurangnya pengawasan. Selain itu, pengelolaan SDA
sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Penelitian ini menyarankan agar kebijakan hukum lebih disederhanakan, pengawasan diperkuat, serta
masyarakat dilibatkan lebih aktif dalam pengelolaan SDA. Penggunaan teknologi modern untuk pemantauan
SDA juga dianggap sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Penelitian ini memberikan
wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk mengembangkan strategi pengelolaan SDA yang lebih
berkelanjutan di Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia, endowed with abundant natural resources (NR), faces significant challenges in their management,
particularly concerning environmental degradation caused by unsustainable exploitation. Despite the
implementation of various legal policies to regulate NR utilization, their effectiveness is often hindered by
weaknesses in oversight and inter-agency coordination. This study aims to identify the role of legal policies
in NR management and the factors influencing ecosystem sustainability in Indonesia. The research employs
a qualitative approach with descriptive analysis, using literature review, in-depth interviews, and field
observations. The findings reveal that although Indonesia has regulations incorporating environmental law
principles such as the precautionary principle and polluter pays, their implementation is impeded by
inefficiencies in management institutions and lack of supervision. Furthermore, NR management is often
marked by conflicts of interest between economic development and environmental protection. This study
recommends simplifying legal policies, strengthening oversight, and actively involving local communities in
NR management. Additionally, the use of modern technology for NR monitoring is deemed crucial to enhance
management effectiveness. The study provides insights for policymakers and practitioners to develop more
sustainable NR management strategies in Indonesia.
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PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia memegang peranan penting dalam
menunjang pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara kepulauan dengan
keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai sektor seperti
pertambangan, kehutanan, perikanan, dan energi. Namun, pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan
telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang serius, termasuk deforestasi, degradasi lahan,
pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan SDA
yang efektif dan berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan ekosistem di
Indonesia (Asian Development Bank, 2005; Eddy, 2021).

Peran kebijakan hukum dalam pengelolaan SDA sangat krusial untuk memastikan bahwa
pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan tidak merusak lingkungan (Nugraha,
2023). Kebijakan hukum yang baik dapat menjadi landasan bagi pengaturan pemanfaatan SDA,
perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Di Indonesia, berbagai
peraturan perundang-undangan telah disusun untuk mengatur pengelolaan SDA, mulai dari Undang-
Undang Kehutanan, Undang-Undang Minerba, hingga peraturan mengenai perlindungan lingkungan
hidup. Namun, implementasi kebijakan hukum ini seringkali menemui berbagai kendala yang
menghambat pencapaian keberlanjutan ekosistem (Manik & Rambe, 2024).

Tantangan utama pengelolaan SDA di Indonesia adalah konflik antara kepentingan ekonomi
dan pelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur, ekspansi pertambangan, dan konversi lahan
sering mengabaikan dampak lingkungan. Kebijakan hukum harus menyeimbangkan keduanya dengan
regulasi yang jelas, pengawasan efektif, dan sanksi tegas. Selain itu, koordinasi antar lembaga
pemerintah juga penting, karena tumpang tindih kebijakan dan konflik wewenang sering menghambat
efisiensi. Kebijakan hukum perlu memperkuat sinergi antar lembaga terkait (Gunawan dkk., 2024;
Trihatmoko & Susilo, 2024).

Peran masyarakat lokal dan adat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan SDA.
Masyarakat yang tinggal di sekitar area pengelolaan SDA seringkali memiliki pengetahuan tradisional
dan kearifan lokal yang dapat berkontribusi pada pengelolaan yang berkelanjutan. Namun, seringkali
hak-hak masyarakat adat terabaikan dalam kebijakan pengelolaan SDA. Oleh karena itu, kebijakan
hukum harus inklusif dan mengakomodasi partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengelolaan
SDA (Mulyadi, Dede, & Widiawaty, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga telah bergabung dalam berbagai perjanjian
internasional yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dan keberlanjutan lingkungan, seperti Konvensi
Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Partisipasi dalam perjanjian internasional ini menuntut
Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan hukum domestiknya dengan standar internasional. Hal ini
menjadi tantangan tersendiri dalam penyesuaian regulasi nasional agar sesuai dengan komitmen
internasional yang telah diambil (Taufigqurrahman, Hanzen, & Ramadhan, 2024).

Teknologi juga memainkan peranan penting dalam pengelolaan SDA. Penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan pengendalian sumber
daya alam. Misalnya, sistem pemantauan berbasis satelit dapat digunakan untuk mendeteksi deforestasi
ilegal secara real-time. Namun, penerapan teknologi ini memerlukan regulasi yang mendukung serta
investasi yang cukup dari pemerintah dan sektor swasta (Olawade dkk., 2024).

Kebijakan hukum pengelolaan SDA juga harus memperhatikan keadilan lingkungan,
memastikan distribusi manfaat dan beban yang adil di antara kelompok masyarakat, serta melindungi
hak-hak pekerja dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Perubahan iklim juga
mempengaruhi pengelolaan SDA di Indonesia, dengan dampak seperti peningkatan suhu dan bencana
alam. Kebijakan hukum perlu responsif terhadap perubahan iklim dengan mengintegrasikan strategi
adaptasi dan mitigasi, seperti pengembangan energi terbarukan, konservasi hutan, dan pengelolaan air
yang berkelanjutan (Mukti & Sobirov, 2023).
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Sektor pertanian juga penting dalam pengelolaan SDA berkelanjutan. Kebijakan hukum harus
mendukung praktik ramah lingkungan seperti agroforestry, pertanian organik, dan pengelolaan tanah
yang baik, yang menjaga kesuburan tanah, mengurangi erosi, serta meningkatkan biodiversitas dan
ketahanan pangan. Regulasi yang mendukung diversifikasi ekonomi petani dapat mengurangi tekanan
terhadap SDA. Pengelolaan perikanan berkelanjutan juga penting, mengingat potensi besar Indonesia.
Kebijakan hukum perlu mengatur kuota penangkapan ikan, menetapkan zona konservasi, dan
mendorong praktik berkelanjutan untuk menjaga ekosistem laut. Selain itu, pengelolaan SDA harus
mendukung ekonomi hijau, yang meminimalkan dampak lingkungan melalui insentif untuk teknologi
ramah lingkungan, industri berbasis sumber daya terbarukan, dan produk berkelanjutan, agar ekonomi
dan lingkungan dapat berjalan seiring (Obaisi dkk., 2022).

Peran lembaga non-pemerintah dan sektor swasta juga tidak kalah penting dalam pengelolaan
SDA. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) seringkali berperan sebagai pengawas dan advokat dalam
perlindungan lingkungan, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui praktik bisnis yang
bertanggung jawab dan investasi dalam teknologi hijau. Kebijakan hukum harus menciptakan kerangka
kerja yang mendukung kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai
tujuan keberlanjutan ekosistem (Mursitama, 2011; Sisaye, 2021).

Pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan SDA berkelanjutan.
Masyarakat yang paham tentang pelestarian lingkungan akan lebih proaktif dalam menjaga SDA.
Kebijakan hukum dapat mendukung melalui program pendidikan lingkungan dan kampanye kesadaran
publik. Penegakan hukum yang efektif juga vital, karena tanpa penegakan yang tegas, peraturan akan
sia-sia. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, memperkuat pengawasan,
dan menerapkan sanksi untuk memastikan kepatuhan. Evaluasi dan revisi kebijakan hukum secara
berkala juga penting untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan sosial-
ekonomi. Proses evaluasi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan
relevansi dan efektivitas kebijakan (Obaisi dkk., 2022).

Pengelolaan SDA berkelanjutan erat kaitannya dengan keanekaragaman hayati. Indonesia
sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi, menghadapi ancaman dari eksploitasi berlebihan.
Kebijakan hukum perlu mengatur konservasi habitat, perlindungan spesies endemik, dan pengelolaan
kawasan konservasi secara holistik. Selain itu, globalisasi juga mempengaruhi pengelolaan SDA di
Indonesia. Pmintaan global terhadap sumber daya alam yang mendorong eksploitasi. Kebijakan hukum
domestik perlu mengatur ekspor SDA dengan prinsip keberlanjutan dan mendorong nilai tambah lokal
untuk mengurangi tekanan terhadap SDA (Husen dkk., 2024).

Akhirnya, pentingnya kolaborasi antar negara dalam pengelolaan SDA tidak dapat diabaikan.
Isu-isu seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi memiliki dampak lintas batas yang memerlukan
kerja sama internasional. Indonesia perlu berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional dan
menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat kebijakan hukum pengelolaan SDA serta berbagi
pengalaman dan teknologi dengan negara lain.

Secara keseluruhan, peran kebijakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam untuk
keberlanjutan ekosistem di Indonesia sangatlah fundamental. Kebijakan hukum yang efektif dapat
mengarahkan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan mendukung
pembangunan ekonomi yang inklusif. Namun, tantangan dalam implementasi, koordinasi antar
lembaga, serta partisipasi masyarakat perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kebijakan hukum dalam pengelolaan
SDA di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam
mendukung keberlanjutan ekosistem nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman
mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui interpretasi data yang bersifat deskriptif dan analitis.
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Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur dalam mendapatkan informasi data. Fokus penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum lingkungan diterapkan dalam praktik
pengelolaan sumber daya alam, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi prinsip-prinsip tersebut di berbagai wilayah di Indonesia. Objek penelitian dalam studi
ini mencakup berbagai regulasi, kebijakan, dan praktik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya
alam di Indonesia. Objek tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan daerah,
serta program dan proyek yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
Penelitian ini juga mencakup studi kasus pada beberapa daerah yang memiliki karakteristik khusus
dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti daerah tambang, hutan lindung, dan kawasan konservasi.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang
implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan di berbagai konteks.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi literatur, wawancara mendalam,
dan observasi lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan,
seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan pemerintah. Wawancara mendalam
dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pejabat
pemerintah, pengelola SDA, aktivis lingkungan, akademisi, dan masyarakat lokal. Observasi lapangan
dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang praktik pengelolaan sumber daya alam di
lokasi penelitian. Kombinasi teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan
data yang kaya dan beragam.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah
pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber melalui teknik yang telah
dijelaskan sebelumnya. Tahap kedua adalah pengorganisasian data, di mana data yang telah
dikumpulkan disusun dan diatur sesuai dengan kategori yang relevan, seperti jenis regulasi, jenis SDA,
dan lokasi penelitian. Tahap ketiga adalah interpretasi data, di mana peneliti menganalisis data untuk
mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai variabel yang diteliti. Proses ini melibatkan
pengkodean data, kategorisasi, dan tematisasi untuk menemukan bagaimana prinsip-prinsip hukum
lingkungan diterapkan dalam pengelolaan SDA serta faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasinya. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian, di mana hasil analisis disajikan
dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, termasuk deskripsi mendalam mengenai temuan
penelitian serta rekomendasi untuk peningkatan kebijakan hukum dalam pengelolaan SDA di Indonesia.
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Gambar 1. Kerangka Penelitian

Tabel 1. Hasil Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Indonesia

No. Aspek

Hasil

1 Konteks dan Permasalahan

2 Landasan Teori

3 Peran Kebijakan Hukum

4 Faktor-faktor Implementasi

. SDA Indonesia kaya tetapi mengalami degradasi akibat deforestasi,

tambang ilegal, dan overfishing.

. Konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dan eksploitasi

ekonomi.

. Pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekosistem.

. Prinsip  kehati-hatian, polluter pays, dan pembangunan

berkelanjutan diadopsi tetapi belum optimal.

. Regulasi tumpang tindih dan kurang koordinasi antar-lembaga.

. Kebijakan seperti UU Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Minerba

cukup komprehensif tetapi pelaksanaannya lemah.

. Kasus tambang di Sulawesi, reforestasi di Kalimantan, dan

konservasi di Papua menunjukkan hasil beragam.

. Internal: Lemahnya kapasitas lembaga dan kurangnya anggaran.
. Eksternal: Kurangnya partisipasi masyarakat lokal dan tekanan

pasar global.
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5 Dampak dan Hasil 1. Positif: Penurunan deforestasi di beberapa wilayah, peningkatan
Implementasi kesadaran masyarakat, dan keberhasilan konservasi.
2. Negatif: Konflik dengan masyarakat adat dan pembangunan
infrastruktur yang merusak ekosistem
6 Rekomendasi Kebijakan 1. Penyederhanaan regulasi dan penguatan pengawasan.
2. Pelibatan masyarakat lokal dan adat.
3. Penggunaan teknologi seperti pemantauan satelit.
4. Kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan.

PEMBAHASAN
Kondisi Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia dan Tantangan Pengelolaan

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA), baik yang terbarukan seperti
hutan tropis, laut, dan biodiversitas, maupun yang tidak terbarukan seperti mineral dan energi fosil.
Kekayaan ini menjadikan Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian global. Namun,
potensi besar tersebut sering kali tidak sejalan dengan upaya pengelolaannya yang berkelanjutan.
Degradasi lingkungan yang disebabkan oleh deforestasi, kerusakan ekosistem pesisir, dan pencemaran
air menjadi masalah utama yang harus dihadapi. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah
ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi yang didorong oleh eksploitasi SDA dan
perlindungan terhadap lingkungan.

Gunawan dkk. (2024) menyatakan bahwa tantangan utama pengelolaan SDA di Indonesia
adalah konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sektor pertambangan,
perkebunan, dan kehutanan sering kali mendapat tekanan besar untuk memberikan kontribusi terhadap
perekonomian nasional, meskipun dampaknya terhadap lingkungan sangat signifikan. Ketergantungan
terhadap ekspor komoditas SDA yang bernilai tinggi membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi
pasar global, yang sering kali berdampak buruk bagi kelestarian ekosistem.

Obaisi dkk. (2022) menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif juga vital, karena tanpa
penegakan yang tegas, peraturan akan sia-sia. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga
penegak hukum, memperkuat pengawasan, dan menerapkan sanksi untuk memastikan kepatuhan.
Faktor ketidakseimbangan dalam pengelolaan SDA juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas lembaga
pengelola, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski banyak kebijakan yang telah ditetapkan untuk
mengatur penggunaan SDA, implementasinya seringkali terkendala oleh birokrasi yang rumit dan
rendahnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan lingkungan. Hal
ini memperburuk pengawasan terhadap pemanfaatan SDA yang lebih sering mengabaikan
keberlanjutan ekosistem.

Husen dkk. (2024) menyatakan bahwa pengelolaan SDA berkelanjutan erat kaitannya dengan
keanekaragaman hayati. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi, menghadapi
ancaman dari eksploitasi berlebihan. Penegakan hukum dalam pengelolaan SDA juga sering kali tidak
efektif, meskipun sudah ada regulasi yang cukup jelas. Tindak pidana lingkungan seperti pembalakan
liar, perusakan habitat, dan pencemaran masih marak terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah-
daerah yang memiliki SDA melimpah namun kurang diawasi. Implementasi kebijakan yang tidak
konsisten menjadi penghalang utama dalam mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Sebagai solusinya, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan SDA, yang
tidak hanya berfokus pada pemanfaatan ekonomi jangka pendek, tetapi juga melibatkan keberlanjutan
ekosistem dalam jangka panjang. Upaya untuk memperkuat kapasitas lembaga pengelola SDA,
meningkatkan transparansi dalam pengawasan, serta memperbaiki koordinasi antara sektor ekonomi
dan lingkungan hidup sangat penting untuk mencapai pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
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Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan SDA

Gunawan dkk. (2024) menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum lingkungan menjadi landasan
penting dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip hukum lingkungan menjadi
landasan penting dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Prinsip kehati-hatian (precautionary
principle) menekankan pentingnya bertindak preventif dalam mengelola SDA, meskipun belum ada
bukti ilmiah yang lengkap mengenai dampak negatif dari suatu aktivitas. Hal ini sangat relevan dalam
konteks pengelolaan SDA Indonesia, yang sering kali dihadapkan pada ketidakpastian dampak jangka
panjang dari kegiatan eksploitasi. Prinsip ini mendesak para pengambil kebijakan dan pelaku industri
untuk melakukan langkah-langkah mitigasi sebelum kerusakan lingkungan terjadi (Nugraha, 2023).

Selain itu, prinsip polluter pays (pencemar membayar) juga memiliki peran penting dalam
pengelolaan SDA. Prinsip ini menyarankan agar biaya yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan
ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerusakan, bukan oleh masyarakat atau negara. Di Indonesia,
penerapan prinsip ini masih terbatas, terutama dalam sektor pertambangan dan industri yang sering kali
mengabaikan dampak lingkungan dalam operasionalnya. Pembebanan tanggung jawab terhadap pelaku
pencemaran menjadi kunci dalam menciptakan pertanggungjawaban dan memberi insentif untuk
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Hariram dkk. (2023) memberikan penjelasan tentang prinsip pembangunan berkelanjutan juga
menjadi pijakan dalam pengelolaan SDA. Konsep ini menekankan pada pentingnya memenuhi
kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhannya. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini harus sejalan dengan upaya untuk
memitigasi kerusakan lingkungan dan mendukung kelestarian SDA. Tantangan utama adalah
bagaimana mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan ekonomi dan sektor-
sektor yang berpotensi merusak lingkungan.

Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam kebijakan pemerintah Indonesia sering kali
terhambat oleh ketidakterpaduan antara regulasi yang ada. Meskipun sudah ada banyak peraturan yang
mengatur penggunaan SDA, seringkali regulasi tersebut tumpang tindih dan tidak diimplementasikan
dengan baik. Kurangnya pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum di tingkat lapangan, membuat
penerapan prinsip-prinsip ini kurang efektif. Untuk itu, diperlukan sinergi antara berbagai lembaga
pemerintahan dan sektor swasta untuk memastikan bahwa kebijakan hukum lingkungan dapat berjalan
dengan baik.

Mulyadi dkk. (2022) menjelaskan bahwa penting untuk melibatkan masyarakat dalam
penerapan prinsip-prinsip ini. Masyarakat lokal, yang memiliki pengetahuan tradisional dalam
pengelolaan SDA, dapat memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip
hukum lingkungan diterapkan secara efektif. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan SDA akan
memperkuat penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan meningkatkan kesadaran publik
mengenai pentingnya keberlanjutan ekosistem.

Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan SDA

Meskipun Indonesia memiliki berbagai kebijakan hukum untuk mengatur pengelolaan SDA,
implementasinya sering kali mengalami kesulitan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya
koordinasi antara lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan SDA. Indonesia memiliki
banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan SDA, seperti Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan
Nasional Penanggulangan Bencana. Ketidakselarasan antara kebijakan dan tindakan di lapangan
menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan hambatan dalam pengelolaan SDA yang lebih
terintegrasi (Gunawan dkk., 2024).

Menurut Trihatmoko & Susilo (2024), penting untuk memperbaiki koordinasi antar-lembaga
pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan SDA dapat dijalankan dengan efektif.
Koordinasi yang baik antara kementerian dan lembaga terkait akan mempermudah penyusunan
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kebijakan yang lebih terpadu, serta mempercepat proses pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu,
penguatan kapasitas lembaga pengelola juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas
implementasi kebijakan. Lembaga yang memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang memadai
akan lebih mampu melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik.

Mulyadi dkk. (2022) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam implementasi
kebijakan juga sangat penting. Kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat harus disesuaikan dengan
kondisi lokal, mengingat karakteristik SDA yang berbeda-beda di setiap wilayah. Pemerintah daerah
memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kondisi lokal dan dapat mengimplementasikan
kebijakan dengan cara yang lebih tepat sasaran. Namun, keterbatasan sumber daya dan pengawasan
dari pemerintah pusat sering menjadi penghambat dalam pengelolaan SDA yang optimal di tingkat
daerah.

Menurut Obaisi dkk. (2022), di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dalam implementasi
kebijakan juga penting. Sektor swasta yang khususnya perusahaan yang bergerak di bidang industri dan
eksploitasi SDA, harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap dampak
lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat
regulasi yang mengatur sektor swasta agar mereka turut berkontribusi pada pelestarian SDA dan
keberlanjutan ekosistem.

Selain itu, Nugraha (2023) menyatakan bahwa pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas
mengenai kebijakan pengelolaan SDA harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan lingkungan
akan lebih mendukung implementasi kebijakan dan turut berperan dalam pengawasan serta pengelolaan
SDA di tingkat lokal.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Hukum

Menurut Trihatmoko dan Susilo (2024), keberhasilan implementasi kebijakan hukum dalam
pengelolaan SDA sangat bergantung pada berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah kapasitas
lembaga pengelola, yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dana yang
memadai, dan dukungan teknologi untuk pengawasan. Lembaga yang lemah dalam hal kapasitas akan
kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Penting untuk
memperbaiki koordinasi antar-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan
SDA dapat dijalankan dengan efektif. Koordinasi yang baik antara kementerian dan lembaga terkait
akan mempermudah penyusunan kebijakan yang lebih terpadu, serta mempercepat proses pengawasan
dan penegakan hukum. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga pengelola juga sangat penting untuk
meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Lembaga yang memiliki sumber daya manusia dan
teknologi yang memadai akan lebih mampu melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum
yang lebih baik.

Selain itu, Rijal (2023) menjelaskan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam
keberhasilan implementasi kebijakan hukum. Masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan SDA
akan lebih mudah menerima kebijakan yang diterapkan, serta lebih aktif dalam mengawasi dan
melaporkan pelanggaran terhadap lingkungan. Pendekatan yang inklusif, di mana masyarakat dilibatkan
dalam pengambilan keputusan, dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan pengelolaan SDA. Tekanan
pasar global turut mempengaruhi eksploitasi sumber daya alam (SDA), dengan permintaan terhadap
komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan minyak bumi mendorong pemanfaatan berlebihan. Oleh
karena itu, negara perlu mengatur ekspor dan impor SDA secara bijaksana untuk menjaga kelestarian
lingkungan dan ekosistem. Kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan harus sejalan dengan regulasi
perdagangan internasional dan kesepakatan lingkungan global.

Sedangkan, Hudson dkk. (2019) mengkaji faktor politikal dan kebijakan pemerintah sebagai
salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang tidak
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konsisten atau berubah-ubah akan menghambat implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu, stabilitas politik dan komitmen jangka panjang dari pemerintah sangat penting untuk
memastikan kebijakan yang ada dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif.
Sehingga, pengawasan yang efektif merupakan kunci utama dalam keberhasilan implementasi
kebijakan hukum. Tanpa pengawasan yang tepat, pelanggaran terhadap kebijakan akan terus terjadi dan
merusak keberlanjutan ekosistem. Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawas dan meningkatkan
kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan efektif.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan

Muhajir dkk. (2022) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan SDA yang
berkelanjutan, diperlukan berbagai langkah strategis. Pertama, penyederhanaan regulasi dan penguatan
pengawasan terhadap implementasi kebijakan sangat diperlukan. Regulasi yang terlalu kompleks dan
tumpang tindih seringkali menyebabkan kebingungan dan memperlambat proses pengelolaan SDA.
Penyederhanaan aturan yang jelas dan terintegrasi akan mempermudah implementasi kebijakan di
lapangan ().

Kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA harus didorong. Masyarakat lokal
yang paling dekat dengan SDA memiliki pengetahuan yang sangat berharga dalam menjaga
keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih inklusif, yang melibatkan masyarakat
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, akan lebih efektif dalam menjaga kelestarian SDA.

Ketiga, penggunaan teknologi untuk pengawasan dan pemantauan SDA sangat diperlukan.
Teknologi pemantauan berbasis satelit dan sensor dapat memberikan data yang akurat dan real-time
mengenai kondisi SDA, yang sangat membantu dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan
teknologi yang lebih canggih, pengawasan terhadap deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi ilegal
dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Keempat, peran sektor swasta dalam pengelolaan SDA harus diperkuat. Perusahaan yang
beroperasi di sektor SDA harus diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa mereka mematuhi
peraturan dan tidak merusak lingkungan. Pemerintah perlu menciptakan insentif untuk sektor swasta
agar mereka dapat mengimplementasikan praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Kelima, kerjasama internasional dalam pengelolaan SDA sangat penting, terutama untuk
mengatasi masalah yang bersifat lintas batas seperti perubahan iklim dan perdagangan ilegal. Indonesia
perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka mencapai tujuan keberlanjutan
global dan menjaga keberlanjutan ekosistem di dalam negeri.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan
degradasi lingkungan, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekosistem,
serta ketidakefektifan implementasi kebijakan hukum yang ada. Meskipun Indonesia memiliki berbagai
regulasi untuk mengatur pemanfaatan SDA, penerapannya sering kali terhambat oleh kelemahan dalam
kapasitas lembaga pengelola, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya tingkat pengawasan. Oleh karena
itu, kebijakan hukum yang lebih tegas dan terkoordinasi sangat diperlukan untuk memastikan
keberlanjutan ekosistem.

Prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti kehati-hatian, polluter pays, dan pembangunan
berkelanjutan, telah menjadi dasar penting dalam kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia. Namun,
implementasi prinsip-prinsip ini masih belum optimal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan adalah kapasitas lembaga pengelola yang sering kali terbatas.
Pengawasan yang lebih ketat, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat, akan sangat membantu dalam memperkuat efektivitas kebijakan tersebut.

Untuk mencapai pengelolaan SDA vyang berkelanjutan, perlu ada upaya untuk
menyederhanakan regulasi, memperkuat kapasitas lembaga pengelola, dan melibatkan masyarakat
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dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan teknologi canggih untuk pemantauan dan
pengawasan SDA harus dimaksimalkan. Melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi, inklusif, dan
berbasis pada keberlanjutan ekosistem, Indonesia dapat mengelola SDA-nya dengan lebih efektif,
menjamin pelestarian lingkungan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
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